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A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Sejarah dan Perkembangan Satpol PP Kabupaten Rembang 
Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP 
adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman 
dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah Organisasi 
dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 
Maret 1950 mempunyai moto Praja Wibawa, untuk mewadahi 
sebagian ketugasan Pemerintah Daerah. Sebenarnya ketugasan ini 
telah dilaksanakan pemerintahan sejak zaman kolonial. Sebelum 
menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah Proklamasi kemerdekaan 
diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, 
dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon 
di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Derah 
Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban 
masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948 lembaga ini berubah 
menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan 
Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mulai 
terbentuknya Satpol PP, sehingga setiap tanggal 3 Maret ditetapkan 
sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 
diperingati setiap tahun. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan 
Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura dengan 
dukungan para petinggi militer/Angkatan Perang. Tahun 1963 
namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan 
dari korps Kepolisisan Negara seperti dimaksud dalam Undang-
Undang No 131/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 
berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP 
mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah. Pada pasal 86 ayat (1) disebutkan 
Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas 
dekosentrasi. Saat ini UU 5/194 tidak berlaku lagi, digantikan UU 
2/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong 
Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok 
menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. 
Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 3 Peratutan Pemerintah Nomor 
32 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan 
Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah menegakkan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan 
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Pada Kabupaten 
Rembang sendiri Satpol PP terbentuk pada tanggal 15 Oktober 2008 
yang anggotanya terdiri dari gabungan anggota ketertiban umum 
(Tibum) dan anggota yang pada saat itu dibawah matrik hansip, 
sehingga kedua pasukan gabungan tersebuat lebur menjadi satu 
dibawah nama Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang 
dengan tugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan Umum khususnya dibidang ketentraman dan ketertiban 
di wilayah Kabupaten Rembang. 
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tipologi Satuan Polisi Pamong Praja 
Rembang 
Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP adalah 
perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan 
ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan 
tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan 
Derah.Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja 
dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah 
Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. Penataan struktur kelembagaan yang baik 
proporsional, ramping dan yang berorientasi pada semboyan Miskin 
Struktur Kaya Fungsi memiliki aspek strategis yang cukup dominan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga eksistensinya 
dapat menjawab tantangan dan menjebatani kepentingan daerah dan 
masyarakat secara luas. Berdasar pada prinsip-prinsip otonomi daerah 
yang dimiliki hak wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, dekonsentralisasi dan tugas-tugas lainnya, maka 
sebagai implementasinya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja 
Pemerintah Kabupaten Rembang dan Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang sudah diperbaharui 
menjadi Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang. 
Dalam melaksanakan tugas seperti yang dimaksud di 
atas,Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai tujuan: 
a. Pelaksanaan rencana kegiatan dibidang administrasi kepegawaian 
keuangan perlengkapan (umum), pengawasan, pengendalian serta 
merencanakan program Satuan Polisi Pamong Praja. 
b. Meningkatkan kualitas SDM untuk mewujudkan aparatur 
pemerintah dan masyarakat yang berkualitas melalui bimbingan 
teknik. 
c. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menaati 
peraturan daerah dan keputusan daerah. 
d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta 
menegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah melalui 
sosialisasi. 
Didalam peraturan tersebut bahwa Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur Pelaksanan tugas tertentu 
Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
mengakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah serta 
perlindungan masyarakat dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui 
Sekretaris Daerah. 
3. Visi, Misi, Strategi, dan Komitmen 
a. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang 
Menjaga ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Perda 
dan Keputusan Kepala Daerah. 
b. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang 
Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai 
organisasi dimasa mendatang oleh semua pihak yang 
berkepentingan demi terwujudnya visi agar organisasi tersebut 
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan misi, 
diharapkan seluruh aparatur atau semua pihak yang berkepentingan 
(stakeholder) dapat mengenal organisasi tersebut dan mengetahui 
peran dan program serta gambaran hasil yang akan diperoleh di 
masa mendatang.Adapun misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 
adalah memelihara ketentraman dan ketertiban umum, 
menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala 
daerah.Berbijak dari Visi dan Misi diatas maka makna yang 
terkandung dalam visi dan misi dari Kantor Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut: 
1) Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam 
memelihara dan menyelenggarakan kententraman dan 
ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. 
2) Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan 
menyelenggarakan ketentraman dan  ketertiban umum, 
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Derah. 
3) Ketentraman dan ketertiban umum adalah keadaan dinamis 
yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat 
melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. 
c. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang 
Guna mengoptimalkan nilai-nilai strategis organisasi dengan 
program dan kegiatan, maka Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Rembang senantiasa mengaktualisasikan seluruh 
kegiatan dengan pola pendekatan partisipasif(partisipatory 
approach) yang diharapkan tetap berkembang dinamis selaras 
dengan aspirasi masyarakat. Berpijak pada pola pendekatan 
tersebut akan tumbuh feedback keselarasan antara Pemerintah 
Kabupaten dan masyarakat secara berkesinambungan.Sementara 
itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa 
Bupati selaku Kepala Daerah setelah terpilih wajib menyusun 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) sebagai 
penjabaran dari visi, misi program kepala daerah yang disusun 
melalui rangkaian proses pendekatan perencanaan yang meliputi: 
1) Pendekatan Politik 
2) Teknokratik Partisipasif 
3) Top Down dan Pendekatan 
4) Buttom Up 
4. Struktur Organisasi 
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang 
mempunyai susunan organisasi yang diatur dalam  mempunyai 
susunan organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 
tahun 2008 pada tanggal 15 Oktober 2008 tentang Jabatan fungsional 
dan struktur organisasi pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Rembang. 
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Struktur Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja beserta tugasnya 
adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan 
ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati. 
Rincian tugas Kepala Satuan sebagai berikut: 
1) Menyusunan program Satuan Pol PP berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
2) Mengkoordinasikan kegiatan Satuan Pol PP dengan pejabat instansi 
terkait untuk terciptanya sinkronisasi pelaksanaan tugas. 
3) Mengkoordinasikan operasional pembinaan kepada masyarakat terhadap 
Perda, Peraturan Bupati, serta kebijakan lainnya melalui pemantauan ke 
lapangan agar tidak menggangu ketentraman dan ketertiban umum. 
4) Mengkoordinasikan operasional pemantauan gangguan ketentraman dan 
ketertiban umum melalui patroli, dukungan keamanan terhadap kegiatan 
dinas instansi dan penjagaan aset-aset penting milik Pemerintah 
Kabupaten. 
5) Memfasilitasi penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati melalui Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, 
menegakan supremasi hukum. 
6) Membina atau memberikan petunjuk kepada para Kepala Seksi dan 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan pedoman dan peraturan 
perundangundangan yang berlaku. 
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas para Kasi dan Kasubag. Tata Usaha 
melalui rapat-rapat rutin/insidentil, agar pelaksanaan tugas dapat 
diketahui kemajuan dan hambatannya. 
8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
b. Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan 
melaksanakan kegiatan urusan sekretariat, rumah tangga, perlengkapan, 
materiil, inventaris dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja, serta urusan 
keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, surat menyurat, kearsipan 
dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi: 
1) Penyusun rencana kerja Sub. Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan Satuan 
Polisi Pamong Praja. 
2) Penyelenggara urusan Tata Usaha, rumah tangga, perlengkapan, materiil, 
inventaris dan aset Satuan Pol PP, serta urusan keuangan, kepegawaian, 
perencanaan, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan 
administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
3) Pengkoordinasi pelaksanaan urusan Tata Usaha, rumah tangga, 
perlengkapan, materiil, inventaris dan aset Satuan Pol PP, serta urusan 
keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan 
administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
Rincian tugas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yaitu sebagai berikut: 
1) Menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang 
dan menghimpun data musrenbang, RPJMD, LAKIP dari Kepala Seksi, 
sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat terwujud dengan 
optimal. 
2) Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan urusan 
sekretariat, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventarisasi dan aset 
Satuan Pol PP, serta urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, 
kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3) Mengumpulkan data dari masing-masing Seksi dan Sub. Bagian Tata 
Usaha secara rutin/insidentil serta menyusun laporannya kepada atasan. 
4) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 
Sub. Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya. 
5) Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar 
sesuai dengan ketentuan yang belaku. 
6) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas bejalan sesuai 
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 
7) Menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil 
kerjanya untuk bahan pengembangan karier. 
8) Melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
9) Melaporkan hasil pelaksanan tugas/kegiatan kepada atasan. 
Kepala Sub. Bagian Tata Usaha membawahi: 
1) Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan. 
2) Sub. Bagian Keuangan. 
3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati bekerja sama dengan aparat kepolisian negara 
dan aparatur lainnya. 
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Penegakan Peratuan Daerah 
mempunyai fungsi : 
1) Penyusun rencana kerja Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah 
sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja. 
2) Penyelenggara pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara 
dan aparatur lainnya. 
3) Pengoordinasi pelaksanaan urusan pengawasan dan penyidikan terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat 
kepolisian negara dan aparatur lainnya. 
Rincian tugas Kepala Seksi Penegakkan Perundang-undangan Daerah sebagai 
berikut: 
1) Menyusun rancana kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah 
berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja. 
2) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya 
pelanggaran Peraturan Daerah. 
3) Menyiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap para pelanggar Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati sebelum diajukan ke Pengadilan. 
4) Mengadakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara dan aparatur 
lainnya. 
5) Menyiapkan bahan-bahan pemantauan terhadap pelaksanaan hasil putusan 
pengadilan bagi seseorang/badan hukum. 
6) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 
Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah, serta mencari alternatif 
pemecahannya. 
7) Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
8) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 
9) Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi 
hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier. 
10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 
Kepala Sub Bagian Penegakkan Perda membawahi: 
1) Seksi Pembinaan dan Ketentraman Masyarakat. 
2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 
 
d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok pengendalian dan monitoring 
gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli 
berdasarkan ketentuan yang berlaku.  
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi: 
1) Penyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja. 
2) Pengoordinasi pelaksanaan urusan pengendalian dan monitoring gangguan 
trantibum. 
3) Penyelenggara pengendalian dan monitoring gangguan trantibum melalui 
patroli. 
4) Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
Rincian tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat,sebagai berikut : 
1) Menyusun rancana kegiatan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja. 
2) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan patroli dan pengerahan personil 
dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kebijakan 
lainnya. 
3) Menyiapkan personil untuk pengawalan, pengamanan Bupati, Wakil 
Bupati dan Pejabat penting lainnya. 
4) Mengadakan pengendalian dan monitoring gangguan trantibum melalui 
patroli dan pengerahan personil, seperti pengendalian unjuk rasa, 
pengendalian bencana alam maupun bencana yang dilakukan ulah 
manusia, eksekusi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Buapti 
serta kebijakan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
5) Menyiapkan personil untuk mendukung kegiatan dinas/instansi agar dapat 
berjalan dengan aman dan tertib. 
6) Menyiapkan personil penjagaan Kantor Bupati dan aset-aset Pemerintah 
Kabupaten lainnya. 
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 
Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta mencari 
alternatif pemecahannya. 
Kepala Seksi Trantib membawahi seksi: 
1) Seksi Pembinaan dan Ketentraman Masyarakat. 
2) Seksi Operasi dan Pengendalian. 
e. Seksi  Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok meliputi pelatihan dasar, kesamaptaan dan 
pembinaan serta pengawasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja. 
 
Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi: 
1) Penyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Kapasitas sesuai kebijakan 
Satuan Polisi Pamong Praja. 
2) Penyelenggara pengawasan dan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi 
Pamong Praja. 
3) Pengordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar, kesemaptaan, 
serta penegakan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Rembang. 
4) Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehatasan. 
Rincian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas, sebagai berikut: 
1) Menyusun rancana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas berdasarkan 
kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja. 
2) Menyusun jadwal dan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan 
dasar serta kesemaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja. 
3) Menyusun jadwal dan mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap 
anggota Satuan Polisi Pamong Praja. 
4) Mengadakan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggota Satuan 
Polisi Pamong Praja. 
5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 
Seksi Pengembangan Kapasitas, serta mencari alternatif pemecahannya. 
 
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas membawahi seksi: 
1) Seksi Perlindungan Masyarakat. 
2) Seksi Pengembangan Kapasitas. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
 
